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ABSTRAK

Alam Saputra, Nomor Induk Mahasiswa E051171309, Program
studi llmu Pemerintahan, Fakultas Illmu Sosial dan Illmu Politik,
Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “Aktualisasi Fungsi
Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Sabbang
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”, dibawah bimbingan
Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si sebagai Pembimbing Utama
dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si , sebagai Pembimbing
Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui langkah-langkah atau
tindakan penanggulangan Covid-19 di Desa Sabbang, yang berfokus pada
upaya pencegahan Covid-19 dan penangnan terhadap warga yang

terkonfirmasi positif Covid-19

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumen. Data dianalisis
melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
yang memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai
pencegahan dan penangnan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Desa

Sabbang

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan penanggulangan
Covid-19 di Desa Sabbang belum sepenuhnya maksimal. Hal ini
didasarkan pada pengamatan terhadap pelaksanaan secara teknis
pencegahan Covid-19, dan penanganan terhadap warga Yyang

terkonfirmaasi positif Covid-19.

Kata Kunci:  Penanggulangan, Covid-19, Pencegahan, Penanganan
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ABSTRACT

Alam Saputra, Student Identification Number E051171309,
Government Science Study Program, Faculty Sosial and Political
Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled “Actualization Of
Village Government Functions In Copyng With Covid-19 In Sabbang
Village, Sabbang District, North Luwu Regency” under the guidance of
Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si as the main advisor and Dr. Suhardiman
Syamsu, M.Si, as advisor.

This study aims to find out the steps or actions to overcome Covid-19
in Sabbang Village, which Focuses on efforts to prevent Covid-19 and handle

residents who are confirmed positive for Covid-19.

The research method used in this study uses a qualitative approach
with the type of case sutdy. Data werecollected through observation,
interviews, and document satisfaction studies and the data was analyzed
throught the stages of data reduction, data presentation, and drawing
conclusions that provide a clear and factual description of the prevention and

treatnebt of patients confirmed positive for Covid-19 in Sabbang Village.

The result of the study show that: the implementation of the Covid-
19Ccontrol in Sabbang Villages has not been fully maximized. This is based
on observation of the technical imolementation of Covid-19 prevention and

handling residents who are Confirmer for Covid19

Keyword: Countermeasures, Covid-19, Prevention, Handling

Xvii
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Desember 2019 kasus pneumonia misterius pertamakali
dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus
pertama ini dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Terdapat lima
pasien yang dirawat dengan AcuteRespiratoryDistressSyndrome
(ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini
semakin meningkat pesat dengan dilaporkan sebanyak 44 kasus.
Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai
provinsi lain di China hingga ke mancanegara seperti Thailand, Korea
Selatan, dan Jepang.

Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel
coronavirus(2019-nCoV). Kemudian WHO mengumunkan nama baru
pada 11 Februari 2020 yaitu CoronavirusDisease(Covid-19) yang
disebabkan oleh virus SevereAcuteRespiratorySyndrome Coronavirus-
2 (SARS-CoV-2). Virus ini telah menyebar secara luas di China dan
lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Hingga pada 12 Maret 2020

WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29



Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di
seluruh dunia.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret
2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus
yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kematian. Tingkat
mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan

yang tertinggi di Asia Tenggara.!

Sejak Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa
virus Covid-19 sebagai pandemi, menindaklanjuti hal tersebut
Pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus Corona telah
menjadi bencana nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan
Pemerintah Daerah beserta jajarannya saling bahu membahu
membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan
penyebaran Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala
daerah provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah kota. Pernyataan
presiden kemudian menyusul pada penetapan Indonesia dalam status
bencana nasional non alam Covid-19 yang meningkat tajam dalam
beberapa hari terakhir. Sehingga langkah-langkah yang diintruksikan
adalah agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan dirumah, dan

juga menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiaan yang melibatkan

fjurnalpenyakitdalam.ui.ac.id diakses pada 13/Oktober/2020



peserta banyak orang serta melakukan pengetesan infeksi Covid-19
dan pengobatan secara maksimal

Lebih jelas dalam Perturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019
(Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar ini harus memenuhi
syarat sesuai dengan peraturan pemerintah diatas dalam pasal 3 yang
jumlah kasus atau kematian karena penyakit meningkat dan
penyebaran secara signifikan serta terdapat kaitan epidemiologis
dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.?Hingga saat ini
per tanggal 10 September 2021 jumlah kasus yang terkonfirmasi di
Indonesia mencapai 4.158.73 orang dengan kesembuhan sebanyak
3.901.766 orang dan jumlah kematian mencapai 138.431 orang.®

Terkait dalam upaya penanggunalangan Covid-19 dengan
mengacu pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
yang mengarah pada keputusan ketiga bahwa Gubernur, bupati, dan

walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-

ZPeraturan Pemerintah Rl No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
3Kemenkes.go.id. diakses pada 14/Oktober /2020



19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing
harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.*

Desa yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan
Indonesia dibawah lingkup kabupaten turut andil dalam upaya
pelaksanaan penanggulangan Covid-19 sebagai bentuk penjalanan
fungsi pemerintah desa. Dalam rangka menindaklanjuti arahan
Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk
memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa
(PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya
pencegahan dan penanganan Covid-19. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik
Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor C. Adapun ruang lingkup
surat edaran ini meliputi (1) penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap
Covid-19, (3) Penjelasan perubahan APBDes.®

Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang disebut dalam
edaran ini adalah, desa diinstruksikan untuk membentuk Relawan
Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa,
tokoh masyarakat, dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan

pendamping desa. Nantinya relawan akan memilki tugas dalam

4Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana
NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

SSurat Edaran Menteri Desa-PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan
Penegasan Padat Karya Tunai Desa



pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-

19 dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

Implementasi kegiatan Relawan antara lain dalam hal

pencegahan dengan melakukan:

1.

2.

Edukasi dengan sosialisasi Covid-19,

Pendataan penduduk yang rentan sakit dan yang memiliki penyakit,
Memgidentifikasi fasilitas-fasilitas desa untuk ruang isolasi
Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan dan
pencegahan

Melakukan penyemprotan disinfektan,

Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-
19

Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau

pergerakan masyarakat desa.®

Sedangkan dalam konteks penanganan impelentasi relawan desa

dilakukan dengan cara:

1.

2.

Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas
setempat

Penyiapan ruang isolasi desa

6kemendesa.go.id (diakses pada 15 Oktober 2020)



3. Merekomendasikan untuk warga yang pualng dari daerah
terdampak Covid-19 untuk isolasi mandiri

4. Membantu menyiapkan logistik bagi warga yang masuk dalam
ruang isolasi

5. Berkordinasi dengan BDPD terkait tindk lanjut warga yang masuk

ruang isolasi

Kasus Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara per tanggal 11
September 2021 sebanyak 3.306 dengan pasien sembuh sebanyak
3.103 orang, serta meninggal dunia sebanyak 112 orang. Pada
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara hingga saat ini telah
mencapai 159 kasus positif dengan konfirmasi telah sembuh sebanyak
157 orang dan 2 orang meninggal dunia, sehingga Kecamatan
Sabbang sempat menjadi lokasi dengan zona merah Covid-19 dan
menjadi urutan ke enam penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi dari

15 kecamatan yang ada di Luwu Utara.

Desa Sabbang yang letak posisinya tepat berada di Jalan Trans
Sulawesi Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu desa tempat
pusat keramaian hal tersebut dikarenakan terdapat sebuah pasar
rakyat yang menjadi pusat perbelanjaan untuk masyarakat yang tidak
hanya berasal dari Desa Sabbang, akan tetapi dari seluruh Kecamatan

Sabbang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kecamatan Baebunta, dan



dari Kecamatan Limbong hal ini tentu menjadi sarana yang mudah
dalam penyebaran Covid-19 di Desa sabbang. Selain itu Desa
Sabbang menjadi penghubung untuk kecamtan-kecamatan lainnya
terutama untuk Kecamatan Limbong, dan Kecamatan Seko. Terkhusus
di Desa Sabbang, terdapat 23 kasus positif sejak munculnya Covid-19
hingga pada Agustus 2021 dan menjadi desa urutan kedua dengan
kasus Covid-19 terbanyak dari 10 desa yang ada di Kecamatan

Sabbang.

Implementasi terkait upaya pencegahan dan penanganan
Covid-19 Pemerintah Desa Sabbang telah melakukan instruksi yang
di keluarkan oleh Menteri Desa Pembanguan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif
seperti dalam konteks pencegahan, kurang masifnya edukasi melalui
sosialisasi terkait Pencegahan Covid-19, keaktifan relawan desa
tanggap Covid-19 tidak terlalu lama padahal Covid-19 masih ada,
pendataan warga hanya dilakukan bagi masyarakat yang baru tiba dari
daerah lain sedangkan untuk yang rentan sakit kurang masif dan
penyemprotan disinfektan dilakukan hanya di awal-awal saja.
Kemudian dalam konteks penanganan, tidak adanya ruang isolasi

desa yang di sediakan



Dengan adanya masalah tersebut membuat penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan berfokus pada pelaksanaan fungsi
Pemerintah Desa Dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Sabbang
yang nantinya akan merujuk pada fungsi pemerintah desa dalam hal
ini  fungsi perlindungan terhadap masyarakat Desa Sabbang
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dalam penanggulangan
Covid-19. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat
judu: Aktualisasi Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan

Covid-19 Di Desa Sabbang.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
penulis mengambil suatu rumusan masalah yang nantinya akan
menjadi fokus penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai
berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintah  desa di bidang
perlindungan masyarkat dalam pencegahan Covid-19 di Desa
Sabbang?

2. Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintah desa dibidang
perlindungan masyarakat dalam penanganan pasien terkonfirmasi

Covid-19 di Desa Sabbang?



1.3Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari
penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemrintah desa di bidang
perlindungan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Desa
Sabbang

2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemerintah desa di bidang
perlindungan masyarakat dalam penanganan pasien terkonfirmasi

Covid-19 di Desa Sabbang

1.4 Kegunaan Penelitian

adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu
mengembangkan kajian studi llmu Pemerintahan dalam mengkaji
salah satu fungsi pemerintah desa vyaitu fungsi di bidang
perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 di Desa
Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

2. Dari segi metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat
menjadi bahan perbandingan untuk penelitian ilmiah lainnya yang

terkait dengan penelitian serta dapat memberikan nilai tambah



3. Dari segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti

lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode

yang sama

10



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan bentuk ringkasan
atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan
(literature) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat
dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan
mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat
sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang

berhubungaan dengan penelitian.’

Sebagai landasan berpikir dalam melihat atau memecahkan
permasalahan sangat perlu adanya pedoman teoritis yang digunakan
dalam upaya pemecahan masalah. Maka dari itu penyusunan
kerangka teoritis yang memuat pokok-pokok pikiran yang dapat
menggambarkan dari sudut mana sebuah permasalahan tersebut

sehingga menjadi bahan untuk penelitian.

Dalam mengkaji dan membahas dalam penelitian ini, penulis
membutuhkan landasan konsep yang kokoh guna sebagai pendukung
dalam penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai

alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

7 Repository.unhas.ac.id/bitstream /handle/..9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf? (diakses pada 23
Januari 2021)
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2.1Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan
yang dilakukan. Menurut dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu
fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu
sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang
masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut

sifat atau pelaksanaannya.®

2.2Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.(pasal 1 ayat 1), Pemerintah
Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.(pasal 1 ayat 2), Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

8 Repository.uin-suska.ac.id (diakses pada 23 Januari 2021)
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meningkatkan  pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
Desa (pasal 1 ayat 12).

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.(pasal 25 ayat 1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa,;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa,;

13



h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,;

I. mengembangkan sumber pendapatan Desa,;

J.  mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

|. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

0. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana

kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.(pasal 48).

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

bertugas (1) membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan

14



wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat
atas nama Bupati/Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Kepala Desa.®

Kemudian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
desa lebih di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa mulai dari pasal 6 sampai pada pasal 10 yang

berbunyi sebagai berikut:
a. Kepala Desa (pasal 6 ayat 1-3)

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa

yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

2 Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan
masalah  pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.

b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan.

c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.

e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat

dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa (pasal 7 ayat 1-3)

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan

Sekretariat Desa.
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2)

3)

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam

bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,
dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan

laporan.
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c. Kepala Urusan (pasal 8 ayat 1-3)

1)

(2)

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan.

3)

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat
desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan keuangan seperti  pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,
dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

C) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi

mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun
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rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan

laporan.

d. Kepala Seksi (pasal 9 ayat 1-3)

(1)

)

®3)

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai

pelaksana tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan
manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai  fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas

sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,
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ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.®

e. Kepala Kewilayahan (pasal 10 ayat 1-3)

(1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan
sebagai unsur satuan tugas kewilayahan

(2) Kepala Kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa
dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki
fungsi:

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan
upaya perlindungan masyarakat, mobilitas
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan

wilayah.

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa
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b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat
dalam menjaga lingkungannya.

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam  menunjang  kelancaran  penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau yang bisa disebut nama lain adalah
kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa,
pemerintah desa harus memperhatikan batas-batas kewenangannya.
Alasannya, hal-hal yang sudah menjaadi kewenangan pemrintah desa
sudah di tentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tarik ulur atas

kewenangan pemerintah pusat dan daerah (desa).

Sejak era otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak
otonom dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Oleh
karena itu, program kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa
antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Sesuai denga

kebutuhan dan kemampuan setiap desa. Namun demikian, setiap
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desa mempunyai kewenangan yang sama dalaam urusan
pemerintahan. Kewenangan tersebut mencangkup hal-hal sebagai

berikut.

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemrintahan
yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara langsung
dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintahkabupaten/kota, yang disertai dengan dukungan
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang diatur oleh peraturan

perundang-undangandiserahkan kepada desa.

Penyelenggara Pemerintahan Desa

Penyelenggara urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh
pemerintah desa (kepala desa beserta dengan perangkat desa) dan
Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam penyelenggaraan

pemrintahan desa, pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga
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yang disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa. Setiap penyelenggara

pemerintah desa mempunnyai tugas dan wewenang masing-masing.

1. Kepala Desa
Kepala desa dalam orgnisasi pemerintahan desa mempunyai
kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini,
kepaa desa mempunyai tugas pokok seperti memimpin,
mengoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan
pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyaarakat,
serta menjalankan tugas pembantuan dari pemrintah, pemerintah
provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota.
2. Perangkat Desa
a. Sekretaris Desa
lalah pemimpin dari sekretariat desa yang membantu kepala
desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban
pimpinan pemerintah desa.
b. Unsur pelaksana teknis lapangan
Adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan
urusan teknis di lapangan dan di atur lebih lanjut oleh kepala
desa. Seperti urusan pamong tani desa dll.

c. Unsur Kewilayahan
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Unsur kewilayahan atau unsur pembantu kepala desa di

wilayah kerja, mempunyai fungsi membantu kepala desa dalam

melaksanakan sebagian tugas kepala desa di wilayahnya

masing-masing di bidang pemrintahan, pembangunan dan di

bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota BPD merupkan wakil dari penduduk desa
bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan
dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu
pemrintah desa yang meliputi menyusun pembangunan secara
partisipatif, melaksanakan,mengendalikan, memanfaatkan,
memelihara, dan mengmbangkan pembangunan secara partisipatif,
menggerakkan dgan mengembangkan partisipasi gotong royong
dan swadaya masyarakat, serta menumbuhkembangkan kondisi
dinamis masyarakat dalam rangka pmberdayaan masyarkat.

Seperti RT, RW, PKK, dan Karang Taruna.!!

11 Suprihatini Amin.Pemerintahan Desa Dan Kelurahan,2018.Klaten.Cempaka Putih. Hal 19-26
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2.4Penanggulangan Covid-19

Sejak terjadinya kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia
sampai saat ini seluruh elemen telah melakukan berbagai upaya untuk
meminimalisir penyebaran virus ini hingga pada di terbitkannya
beberapa peraturan seperti PP 21/2020 Tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar, Keppres 11/2020 Tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan masyarakat, pembatasan aktifitas masyarakat di luar
rumah, anjuran penerapan protokol kesehatan dan upaya melakukan
vaksinasi. Hingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia per
tanggal 10 September 2021 jumlah kasus yang terkonfirmasi di
Indonesia mencapai 4.158.73 orang dengan kesembuhan sebanyak
3.901.766 orang dan jumlah kematian mencapai 138.431 orang.'?
Teruntuk di Kabupaten Luwu Utara per tanggal 11 September 2021
sebanyak 3.306 dengan pasien sembuh sebanyak 3.103 orang, serta
meninggal dunia sebanyak 112 orang yang tersebar di 15 kecamatan
yang ada di Kabupaten Luwu Utara.'® Kebijakan pemerintah terus
menyesuaikan dengan perkembangan Covid-19 di Indonesia dengan
memperhatikan tingkat penyebaran serta dalam rangka upaya

pemulihan ekonomi nasional.

2 Covid19.go.id. diakses pada 11 September 2021
13 |_aman Resmi Satgas Covid-19 Luwu Utara
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e

— SITUASICOVID-19DIINDONESIA ———

Update 10 September 2021 Pukul 12.00 WIB
JUMLAH TERPAPAR COVID-19
¥ 9.295

118.534 235.681 209.579

KASUS AKTIF SPESIMEN SUSPEK

A 5376 A 14356 A315

4.158.731 3.901.766 138.431

KONFIRMASI SEMBUH MENINGGAL

DATAVAKSINASI COVID-19 2 852,699 2505173 29166

208.265.720’ 71.175.259 | 40.867.993 | 755434

TARGET SASARAN VAKSIN VAKSINASI KE-1 VAKSINASI KE-2 VAKSINASI KE-3

Gambar 1 : update harian perkembangan Covid-19 di Indonesia

Sumber: Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Berikut ini beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah

untuk meminimalisir penyebaran Covid-19:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Peraturan Pemerintah Rl Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Covid-19 menjelaskan bahwa peneyelenggaraan
kekearantinaan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk

perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/

26



atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan
kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan
faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alatangkut, orang,
barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan
kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan
kesehatan.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini semakin meningkat
dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan
jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di
Indonesia. Tindakan PSBB ini meliputi pembatasan kegitan tertentu
penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19
termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang
untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mecegah
penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut paling sedikit
dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatsan
kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat

atau fasilitas umum.*

14 PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
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2. Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Protokol Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi
Masyarakat Di Tempat Umum Dalam Rangka Pencegahan dan

Pengendalian Covid-19

Dalam keputusan Menkes tersebut menjelaskan bahwa
masyarakat harus dapat beraktifitas kembali dalam situasi
pandemi Covid-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang
lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh
seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan
semua sumber daya yang ada. peran masyarakat untuk dapat
memutus mata rantai penularan Covid-19 harus dilakukan dengan
menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara

umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Individu, dimana penularan Covid-19
terjadi melalui droplet yang dapatmenginfeksi manusia dengan
masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 kedalam
tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan
dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu
masuk dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa

masker yang menutupi hidung dan mulut, membersihkan tangan
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secara teratur dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak
minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena
droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta

menghindari kerumunan.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat, potensi penularan Covid-
19 berada di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya
pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat
meimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan
masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung
jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk
menerapkan unsur pencegahan (prevent) melalui sosialisasi,
edukasi, dll. Kemudian kegiatan perlindungan (protect) dengan
penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses
atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang

yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum.*®

3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap

Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Dalam surat edaran ini menjelaskan beberapa hal yaitu:

15 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07 Tentang Protokol Kesehatan Di Tempat Umum dan
Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19
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a. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

1. Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa
(PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta
pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna,
inovasi dan sumber daya manusia desa,;

2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin,
penganggur dan setengah penganggur, serta anggota
masyarakat marjinal lainnya;

3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan

4. Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai
berikut: a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja
dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.

b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib
menggunakan masker.
b. Desa Tanggap COVID-19 dengan membentuk Relawan Desa

Lawan COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

1. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19
Ketua : Kepala Desa
Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Anggota:
1. Perangkat desa

2. Anggota BPD

30



3. Kepala dusun atau yang setara
4. Ketua RW
5. Ketua RT
6. Pendamping Lokal Desa
7. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
8. Pendamping Desa Sehat
9. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa
10.Bidan Desa
11.Tokoh Agama
12.Tokoh Adat
13.Tokoh Masyarakat
14.Karang Taruna
15.PKK
16.Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)
Mintra:
1. Babinkamtibmas
2. Babinsa

3. Pendamping Desa

2. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19
a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:
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1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan

menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19,

baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah
pencegahannya.

2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,

serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan

penyakit kronis lainnya.

3.Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan
sebagai ruang isolasi.

4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan
cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat
umum seperti balai desa.

5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini,
perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan
penularan Covid-19.

6. Menyediakan informasi  penting terkait dengan
penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah
sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan
memantau pergerakan masyarakat melalui: Pencatatan
tamu yang masuk ke desa; Pencatatan keluar masuknya

warga desa setempat ke daerah lain; Pendataan warga

32



desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran
atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan
(ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.

8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/
atau kerumuman banyak orang, seperti pengajian,
pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan
atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban

COVID-19 melalui langkah- langkah sebagai berikut:

1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau
puskesmas setempat.

2) Penyiapan ruang isolasi di desa.

3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari
daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi
diri.

4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk
ruang isolasi.

5) Menghubungi petugas medis dan/ atau Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah
atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk

ruang isolasi.
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c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan/atau
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain

serta BPBD.
c. Perubahan APBDes

Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes
untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain
menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa
untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar
Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria
Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau

Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.'®

16 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan ~ Transmigrasi No. 8

Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
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4. Pengadaan Vaksin Covid-19

Salah satu faktor penting yang dilakukan oleh pemerintah
dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia ialah dengan
proses pengadaan vaksin hal ini sesua dengan yang diamanatkan
oleh presiden Republik Indonesia dalam peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi
Covid-19 yang kemudian Perpres ini mengamanatkan kepada
Menteri Kesehatan untuk melakukan pengadaan dan pelaksanaan
vaksin. Dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan
vaksinasi diperlukannya kehati-hatian dan penanganan yang betul-

betul teliti terlebih perubahan virus pun juga diamati.

Dalam tahap pelaksanaan vaksin ini kemudian dibedakan
dengan beberapa tahap vyaitu pihak pertama yang akan
mendapatkan vaksinasi adalah tenaga kesehatan, kemudian
disusul dengan petugas publik, lalu lansia, dan selanjutnya
masyarakat lainnya. Sejak pelaksaan vaksinasi pada bulan januari
kemarin hingga pada tanggal 13 Februari 2021 pada tahap satu
telah divaksinasi sebanyak 1.060.326 orang dan pada tahap dua

sebanyak 415.486 orang dengan total sasaran vaksinasi sebanyak
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181.554.465 serta 1.468.764 orang sasaran vaksinasi tenaga

kesehatan.l’

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka konsep merupakan suatu uraian visualisasi tentang
hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel
yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan
(Natoatmodjo, 2012). Dibawah ini akan dijelaskan terkait kerangka
konsep yang akan dijadikan peneliti sebagai landasan untuk
melakukan penelitian ini.

Surat edaran Permendes No0.8 Tahun 2020 bertujuan untuk
menginstruksikan pemerintah desa terkait dengan penaggulangan
Covid-19, pemulihan ekonomi desa, dan perubahan APBDes sebagai
akibat dari pandemi Covid-19. Dengan demikian Permendes tersebut
diharapkan dapat menjadi pedoman pemerintah desa dalam upaya
penanggulangan Covid-19. Maka dari itu peneliti memfokuskan
meneliti terkait bagaimana aktualisasi fungsi pemerintah desa di
bidang perlindungan masyarakat dalam penganggulangan Covid-19
yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang,

Kabupaten Luwu Utara

17 Covid.go.id diakses pada 13 Februari 2021
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Surat Edaran Permendes No.8 Tahun 2020 Tentang Desa
Tanggap Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

< \ 4
«

h 4 \ 4

/ Pencegahan Covid-19 \ ﬂ!nanganan Pasih

terkonfirmasi

- Edukasi dengan sosialisasi Covid-19
Covid-19
- Pendataan penduduk yang rentan sakit
dan yang memiliki penyakit, - Bekerjasama dengan rumah sakit
rujukan atau puskesmas setempat

- Memgidentifikasi fasilitas-fasilitas desa



Fungsi Perlindungan
masyarakat Desa Sabbang
dari Covid-19

Aktualisasi Fungsi Pemerintah Desa Dalam
Penanggulangan Covid-19 Di Desa Sabbang Kecamatan

Sabbana Kabupaten Luwu Utara

Gambar 2 : Skema Kerangka Pikir
BAB llI

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang akan berfokus pada bagaimana upaya

penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
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